BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dampak penerapan sertifikat halal bagi konsumen dari pabrik yang
memilih pelaku usaha bersertifikat halal adalah sebagai penjamin bahwa
produk adalah produk halal. Berdasarkan hasil penelitian dari pelaku
bersertifikat halal, 30 (tiga puluh) orang sampel yang penulis dapatkan,
seluruhnya mengonsumsi makanan katering setiap hari. Seluruhnya meyakini
bahwa makanan katering tersebut aman untuk dikonsumsi. Dari 30 (tiga
puluh) orang hanya 17 (tujuh belas) orang yang mengetahui kategori dari
produk halal. Namun, seluruhnya meyakini bahwa makanan katering yang
dikonsumsi adalah produk yang halal. Pengetahuan mengenai sertifikat halal
diketahui oleh 23 (dua puluh tiga) orang dan 7 (tujuh) orang lainnya kurang
mengetahui mengenai sertifikat halal. Berdasarkan 23 (dua puluh tiga) orang
yang mengetahui tentang sertifikat halal, namun hanya 19 (sembilan belas)
orang yang pernah memikirkan bahwa makanan katering sudah tersertifikasi
halal atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian berupa data kuisioner terhadap buruh
pabrik, penerapan sertifikat halal bagi konsumen dari pabrik yang memiliki
pelaku usaha yang bersertifikat halal, dibandingkan dengan pelaku usaha
katering yang belum bersertifikat halal berdasarkan UU Produk Halal,
menunjukkan bahwa secara keseluruhan konsumen dari pelaku usaha
katering pabrik bersertifikat halal telah puas dengan Kkatering yang
bersertifikat halal. Meskipun, konsumen dari pelaku usaha katering yang
belum bersertifikat halal sebagian besar telah puas dengan katering yang
belum bersertifikat halal, namun ada beberapa keluhan yang seharusnya
menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha pabrik dalam memilih jasa

katering.
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Dapat disimpulkan data dari pelaku usaha bersertifikat halal
bahwa, sertifikat halal adalah penting sebagai jaminan terhadap suatu produk.
Sehingga dalam pemilihan bahan, pengelolahan, sampai kepada penyajian
makanan harus tetap terjaga kualitas gizi dan kebersihan makanan tersebut
harus sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Dibandingkan dengan pelaku usaha yang belum bersertifikat halal, konsumen
tidak memiliki jaminan sehingga produk yang diterima belum tentu halal
untuk dikonsumsi. Hal ini berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan
konsumen. Mengingat bahwa keluhan dari konsumen yang belum
bersertifikat halal masih banyak yang perlu diperbaiki.

Sebelum mempunyai sertifikat halal, pelaku usaha bersertifikat
halal menghadapi beberapa kendala yang dialami dalam pencarian order,
namun tidak begitu signifikan. Karena tidak memiliki surat-surat yang
lengkap menjadi salah satu pertimbangan dari pihak pabrik untuk
menggunakan jasa katering ini. Karena pabrik-pabrik yang dilayani memiliki
standar dalam memilih katering, harus menggunakan sertifikat halal. Tetapi
sesudah mempunyai surat-surat komplit, tentu saja menjadi pendukung dalam
mengajukan kerjasama ke target pelaku usaha katering. Meningkatkan harga
katering dan bisa diajukan bukan hanya pabrik bisa juga diajukan ke instansi
kesehatan misalnya ke rumah sakit. Jangkauannya menjadi lebih luas ketika
sudah memiliki sertifikat halal.®® Dalam hal ini, pelaku usaha katering
memang belum mempunyai sertifikat dari dinas kesehatan dan sertifikat halal
dari pemerintah. Dikarenakan kurangnya sarana tempat kerja dan sumber
daya yang belum mengerti dalam penerapan standard kebersihan dan
kelayakan dalam usaha katering.®

Faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum adanya UU Produk

Halal, sertifikat halal belum mempunyai legitimasi hukum karena

% Berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Lily Marjani selaku pemilik perusahaan
bersertifikat halal. Pada hari Jumat, 01 November 2019. Pukul 07.45 WIB.

0 Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Danny Soerianto selaku  pemilik
perusahaan yang belum bersertifikat halal. Pada hari Rabu, 30 Oktober 2019. Pukul 18.30
WIB.
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pencantuman tanda halal belum menjadi kewajiban yang diatur oleh undang-
undang. Pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal berdasarkan atas inisiatif
sukarela atas penyajian produk-produknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ester selaku Staff
Personalia di salah satu Pabrik di Bandung Selatan, dan dengan Bapak Pupus
selaku Staff Human Resources Development (HRD) di salah satu Pabrik di
Bandung Selatan, kesimpulannya bahwa faktor yang membuat sertifikat halal
menjadi tidak terlalu urgen adalah kurangnya kepastian hukum terkait dengan
penerbitan  sertifikat halal. Setiap pelaku usaha mementingkan
keuntungannya sendiri, tanpa memikirkan keamanan dari setiap pekerjanya.
Faktor harga yang murah perlu menjadi perhatian, bahan apa yang digunakan
pelaku usaha katering dalam menyajikan makanan tersebut. Diluar instansi
kesehatan, terutama pabrik yang banyak mempekerjakan buruh hanya sekitar
10% (sepuluh persen) yang benar-benar mementingkan gizi dan kualitas
makanan bagi para pekerjanya.®*

Fakta pengawasan sertifikat halal terhadap pelaku usaha
bersertifikat halal. Dalam pengawasan di lapangan, secara prosedur katering
akan ditinjau 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kondisi kebersihan
dapur dan cara pengelolaan makanan oleh Dinas Kesehatan, tujuannya demi
tetap terpantau kualitas makanan yang disajikan oleh katering. Agar terus
stabil untuk standard pelayanan jasa makanan Kkatering. Tetapi pada
kenyataannya terkadang tidak rutin dalam melakukan pengawasan tersebut.
Meskipun begitu, pihak katering selalu menjaga kualitas makanan dan juga
cara pengelolaan makanan dengan sebaik-baiknya. Sertifikat halal penting
dalam pelaksanaan usaha katering, karena memudahkan untuk menjalin
kerjasama dan juga untuk memberikan peluang lebih banyak dibandingkan
dengan pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Dengan jaminan
sertifikat halal, makanan yang katering kirim atau sajikan mempunyai mutu

61 Berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Lily Marjani selaku pemilik perusahaan
bersertifikat halal. Pada hari Senin, 02 Maret 2020. Pukul 09.00 WIB.
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dan kualitas yang terjamin dibandingkan dengan yang tidak memiliki
sertifikat halal .®?

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-
hak konsumen dalam hal ini konsumen beragama Islam. Sertifikasi halal
MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk
mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam
rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini
LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait.
Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi,
selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi
pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi sertifikat halal dianggap menjadi tidak terlalu urgen, yaitu:
standar dari suatu pabrik dan pengetahuan yang minim tentang pentingnya
sertifikat halal, sertifikat halal hanya sebagai formalitas, dan keuntungan
yang sebesar-besarnya bagi suatu pabrik tanpa mempertimbangkan keamanan
dan keselamatan pekerja. Diperlukan kesadaran dari setiap instansi terutama
pelaku usaha katering dan pabrik untuk memberikan jaminan dengan
Sertifikat Halal.

Saran

2.1  Untuk Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan
untuk membuat dan menerapkan hukum. Dalam hal ini, berdasarkan
hasil penelitian ada beberapa asumsi dari masyarakat yang
menganggap bahwa sertifikat halal hanya formalitas. Asumsi ini tidak
akan terjadi apabila setiap instansi melakukan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan prosedur, sehingga kepastian hukum

dari suatu hukum akan tetap dianggap sebagai hukum bukan hanya

62 Berdasarkan hasil wawancara dengan lbu Lily Marjani selaku pemilik perusahaan
bersertifikat halal. Pada hari Jumat, 01 November 2019. Pukul 07.45 WIB.
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2.2

2.3

sebatas formalitas. Dalam prosedur, pengawasan katering akan
ditinjau setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan kondisi
kebersihan dapur dan cara pengelolaan makanan oleh Dinas
Kesehatan, tujuannya untuk tetap terpantau kualitas makanan yang
disajikan oleh pelaku usaha katering. Tetapi pada kenyataannya tidak
rutin dalam melakukan pengawasan tersebut. Sehingga, perlu adanya
tindakan konsisten dari instansi yang berwenang untuk menjamin

kepastian hukum tetap.

Untuk Perusahaan Katering Bersertifikat Halal

Pelaku usaha katering termasuk dalam usaha jasaboga
golongan A3. Jasaboga Golongan A3 adalah jasaboga yang melayani
kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan
dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. Berdasarkan hasil
penelitian, perusahaan katering bersertifikat halal telah memenuhi
standard untuk menjamin setiap konsumen aman dan nyaman dalam
mengonsumsi produk berupa makanan. Sehingga pertahankan kualitas
dan teruslah menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah produk
yang halal, aman, nyaman dan layak untuk dikonsumsi.

Untuk Perusahaan Katering yang Belum Bersertifikat Halal
Pelaku usaha katering termasuk dalam usaha jasaboga
golongan A3. Jasaboga Golongan A3 adalah jasaboga yang melayani
kebutuhan masyarakat umum, dengan pengolahan yang menggunakan
dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. Berdasarkan hasil
penelitian, perusahaan katering yang belum bersertifikat halal masih
perlu memenuhi standard untuk menjamin setiap konsumen agar aman
dan nyaman dalam mengonsumsi produk berupa makanan. Terutama
untuk menjamin melalui sertifikasi halal. Mengingat jaminan
sertifikasi halal tidak terlepas dari sertifikasi higiene, maka perlu
meningkatkan kinerja dengan menjaga kebersihan dan kelayakkan

dapur. Tujuannya supaya setiap pelaku usaha yang ada di Indonesia
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2.4

2.5

terutama dalam bidang jasaboga bukan hanya mementingkan
keuntungan pribadi, tapi juga mementingkan keamanan dan

keselamatan bagi konsumen.

Pelaku Usaha Pabrik

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dalam hal ini,
khususnya pelaku usaha pabrik yang memakai jasa katering bagi para
pekerjanya. Sebagian besar pabrik hanya mementingkan keuntungan
yang besar, daripada keselamatan pekerja. Lebih memilih perusahaan
katering secara asal-asalan. Disini sangat diperlukan pemikiran yang
cukup penting, ketika pabrik hanya mementingkan kepentingannya
sendiri tanpa memikirkan keselamatan banyak pekerja, sama dengan
menjatuhkan bangsa sendiri secara perlahan. Sehingga, penting untuk
jaminan gizi dan keselamatan setiap pekerja. Pabrik bisa menetapkan
standard untuk memilih jasa katering bagi para pekerja. Standard

tersebut bisa ditinjau melalui sertifikat halal.

Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat. Konsumen menurut UU
Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Konsumen-akhir
adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan
barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya
pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk
diperdagangkan kembali (non-komersial). Artinya, konsumen harus
dapat memilih produk yang sudah terjamin dengan sertifikat halal,
supaya menjamin bahwa suatu produk adalah aman untuk dikonsumsi.
Berbicara tentang selera jasaboga setiap orang tentu berbeda. Maka

dari itu, faktor yang dapat dilihat sebagai jaminan adalah sertifikat
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halal. Jika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal, maka dapat
dikatakan produk tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi.
Sertifikat halal sebagai jaminan bagi konsumen terhadap suatu
produk. Sehingga, sebagai konsumen yang cerdas seharusnya dapat
melakukan perubahan sikap, dengan cara sebelum mengonsumsi suatu
produk harus dilihat dahulu jaminan berupa sertifikasi-sertifikasi yang

ada, terutama sertifikat halal.
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